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Abstract 
Taxes are an important factor in the development of the country. However, in Indonesia the level of 

taxpayer compliance is still low so that the impact on the realization of tax revenue that did not reach 

the target.The purpose of this research is to know the effect of Tax Knowledge, Tax Awareness, 

Quality of Tax Service, and Tax Sanction to Personal Taxpayer Compliance in Kelurahan Kebon 

Jeruk, Jakarta. The method used in this research is non-random sampling method with purposive 

sampling technique. Data collection was done by spreading the questionnaire and online (link) with 

data analysis technique used is multiple linear regression analysis.The results showed that Tax 

Knowledge, Tax Awareness, Quality of Tax Service, and Tax Sanction simultaneously affect to 

Personal Taxpayer Compliance in Kelurahan Kebon Jeruk. The Tax Awareness partially affect to the 

Personal Taxpayer Compliance in Kelurahan Kebon Jeruk. 
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Pendahuluan 
Suatu negara yang baik dapat dilihat dari 

keadaan ekonomi negara tersebut yang tertata 

dengan baik dan kesejahteraan masyarakat yang 

terpenuhi. Keadaan ekonomi yang baik dapat dila-

kukan dengan pembangunan terus – menerus ke arah 

yang lebih baik(Adhikara MFA. 2008. A). Menurut 

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), 

Salamuddin Daeng (29 Juni 2017):  “keadaan 

ekonomi Indonesia pada tahun ini memburuk”. Di 

Indonesia, dominasi pajak sebagai pos penerimaan 

dalam negeri telah terlihat sejak awal berdirinya 

Republik ini (Purwono, 2010:4). Pajak di Indonesia 

telah dipergunakan oleh negara sebagai sumber 

penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi 

belanja negara, sebagaimana yang tertuang dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap 

tahunnya (Utomo, Setiawanto, dan Yulianto, 2011). 

Oleh sebab itu, pajak menjadi salah satu faktor yang 

penting dalam penerimaan dan pembangunan 

negara. 

 

Tabel 1 

Presentase Realisasi Penerimaan 

(dalam triliun rupiah) 

 
Sumber: pajak.go.id dan bisnis.liputan6.com 

 

Dari Tabel 1dapat dilihat bahwa pencapaian 

pajak tiap tahun menurun. Tahun 2017 target 

penerimaan pajak sebesar 1.283,57 hanya dicapai 

89,68% yaitu sebesar 1.151,10 triliun. Sehingga 

dapat dilihat bahwa kepatuhan pajak di kalangan 

masyarakat luas belum tercipta. 

 

Tabel 2 

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 

Tahun 2013 s.d 2016 

 
Sumber : pajak.go.id - Dashboard Kepatuhan 

diakses pada tanggal 3 Januari 2017 

 

Tabel 2 menunjukkan kepatuhan Wajib 

Pajak belum mencapai target yang diharapkan. 

Seperti tahun 2015 mempunyai target kepatuhan 

70,00% tetapi tercapai hanya 60,42%. Kemudian 

tahun 2016 target kepatuhan dinaikkan menjadi 

72,50%, namun hanya tercapai 63,15%. Pernyataan 

ini didukung oleh Hestu Yoga Saksama (Direktur 

Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat 

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)) saat 
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diskusi Kongkow Bisnis Pas FM di Hotel Ibis, 

Harmoni, Jakarta, Rabu (19/7/2017): "kami harus 

sampaikan kepatuhan masyarakat kita terhadap 

perpajakan itu masih sangat rendah. Salah satu 

indikatornya tax rationya yang masih rendah".  

Intelektual berkaitan dengan kata intelek 

yang berarti pemahaman, pengertian dan kecerdasan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia). Maka dengan 

tingkat intelektual yang dapat dikatakan cukup baik, 

secara umum akan memberikan efek positif bagi 

implementasi peraturan undang-undang menjadi 

kenyataan dalam sistem pemenuhan kewajiban 

perpajakan bagi masyarakat (Rahayu, 2017). Oleh 

karena itu, pengetahuan pajak akan mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan kewajiban per-

pajakannya. Pernyataan ini didukung oleh hasil 

penelitian dari (Santoso, et.al., 2015); (Supriyati, 

2011); dan (Hamdani, 2012) yang menyatakan 

bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Rendahnya kesadaran (yang tentunya 

mencerminkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak) 

akan kewajiban membayar pajak juga terlihat di 

kalangan intelektual seperti pejabat pemerintahan, 

politisi, ekonom, tokoh LSM, artis dan lain 

sebagainya (Pohan, 2017). Peran aktif dan kesadaran 

masyarakat pembayar pajak sangat diperlukan dalam 

pembayaran pajak (Budi, 2014). Kesadaran 

membayar pajak … menimbulkan kepatuhan pajak 

(Rahayu, 2017). Meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan 

jumlah penerimaan negara, bukanlah pekerjaan yang 

ringan(A Gunawan, S Sugiyanto, 2016). Kesadaran 

Wajib Pajak atas fungsi perpajakan amatlah 

diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013); 

(Agustiningsih dan Isroah, 2016); dan (Septarini, 

2015) menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak 

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam 

mematuhi kewajiban pajaknya. 

Fiskus pajak tidak hanya menuntut Wajib 

Pajak untuk patuh pajak, tetapi dimulai dari mereka 

yang harus patuh pajak dan tidak menyalahgunakan 

kepatuhan Wajib Pajak terhadap pajak(P Adrie, H 

Sri, P Ari, 2014). Jika fiskus pajak sudah menjadi 

teladan atau contoh yang baik dalam hal perpajakan, 

maka Wajib Pajak dan masyarakat banyak akan 

mengikuti sikap kepatuhan fiskus pajak terhadap 

perpajakan(Handayani, S., Karnawati, Y., Sururi 

Afif, A., 2018). Kepuasan Wajib Pajak merupakan 

salah satu indikator kualitas layanan perpajakan. Jika 

aparat pemerintah, anggota dewan, para pemimpin, 

dan tokoh-tokoh public figur sudah memperlihatkan 

keingkarannya terhadap kewajiban pajak ini, 

masyarakat di bawah akan lebih sulit lagi 

tersadarkan untuk membayar pajak apalagi untuk 

menjeratnya membayar pajak (Pohan, 2017:154). 

Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua 

tindakan yang dilakukan, serta sikap terhadap Wajib 

Pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mem-

punyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan 

masyarakat akan sistem perpajakan secara kese-

luruhan (Rahayu,  2017). Penelitian yang dilakukan 

oleh (Hamdani, 2012); (Septarini, 2015); dan  

(Hardianingsih dan Yulianawati, 2011) menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Dalam menjalankan perpajakan, baik pihak 

Wajib Pajak maupun pemerintah dapat saja mela-

kukan pelanggaran. Untuk menangani pelanggaran 

tersebut, diperlukan sanksi yang adil dan bijaksana 

demi terciptanya kesejahteraan negara. Menurut 

Purwono (2010), sanksi adalah pagar pembatas yang 

nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang 

bermaterikan hak dan kewajiban. Menurut Rahayu 

(2017), kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, dan salah satunya adalah kualitas 

penegakan hukum perpajakan. Pemberian sanksi 

perpajakan merupakan salah satu enforcement pada 

Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak lagi melakukan 

pelanggaran perpajakan (Rahayu, 2017). Pemberian 

atau pengenaan sanksi dalam undang-undang pajak 

pada dasarnya bertujuan untuk pertama, terciptanya 

tertib administrasi di bidang perpajakan dan kedua 

untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya 

(Ilyas dan Burton, 2013). Penelitian yang dilakukan 

oleh (Dharma dan Ariyanto, 2014); (Santoso, et.al., 

2015); dan (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013) 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel pemahaman sanksi pajak terhadap 

variabel kepatuhan Wajib Pajak(SH Adrie Putra, 

2013). 

  

Tabel 3 

Jumlah Pekerja di Kecamatan Kebon Jeruk Tahun 

2016 

 
 

Berdasarkan Tabel 3, penulis memilih 

responden di Kelurahan Kebon Jeruk karena penulis 

adalah pekerja di wilayah Kelurahan Kebon Jeruk 

dan wilayah Kelurahan Kebon Jeruk memiliki 

jumlah pekerja sebanyak 43.205 dengan posisi 

nomor urut kedua terbanyak se-kecamatan Kebon 

Jeruk pada tahun 2016.  
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Teori Atribusi (Attribution Theory) 
Teori atribusi mempelajari proses bagai-

mana seseorang mengintrepretasikan suatu peris-

tiwa, mempelajari bagaimana seseorang mengintre-

pretasikan alasan atau sebab perilakunya (Suartana, 

2010). Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider 

yang mengargumentasikan bahwa perilaku sese-

orang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan 

internal (internal forces), yaitu faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri seseorang misalnya 

kemampuan atau usaha dan kekuatan eksternal, yaitu 

faktor-faktor yang berasal dari luar, misalnya 

kesulitan tugas atau keberuntungan. 

 

Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 
Menurut Susilo (2017), kepatuhan adalah 

kesediaan untuk mematuhi batasan-batasan 

(boundary) yang telah ditetapkan, baik yang bersifat 

wajib (mandatory) maupun yang bersifat mandiri 

(self regulation). Dalam praktik, “batasan” ini 

merupakan suatu “kewajiban” yang harus dipenuhi 

(compliance obligation). Contohnya, batasan tentang 

pembayaran pajak, ini sebetulnya adalah kewajiban 

untuk membayar pajak pada negara. Kewajiban 

kepatuhan harus dipenuhi, atau akan ada konse-

kuensinya bila tidak dipenuhi. 

 

Pajak 
Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pibadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak men-

dapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, 

menurut (Waluyo, 2013) terlihat adanya dua fungsi 

pajak yaitu sebagai berikut. 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang 

diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

Sebagai contoh: dimasukkannya pajak 

dalam APBN sebagai penerimaan dalam 

negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan di bidang 

sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: 

dikenakannya pajak yang lebih tinggi 

terhadap minuman keras, dapat ditekan. 

Demikian pula terhadap barang mewah. 

 

 

Wajib Pajak (WP), Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan dan 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 
Menurut Waluyo (2013:23), beberapa 

pengertian-pengertian yang dipahami dalam 

membahas Ketentuan Umum dan Tata Cara Per-

pajakan ini dengan mengacu pada Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain sebagai 

berikut. 

1. Wajib Pajak 

 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayar pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak 

 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor 

yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 

sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 

atau identitas Wajib Pajak dalam melak-

sanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

3. Surat Pemberitahuan 

 Surat Pemberitahuan adalah surat wajib 

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan/atau pem-

bayaran pajak, objek dan/atau bukan objek 

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

4. Surat Pemberitahuan Tahunan 

 Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat 

Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau 

bagian tahun pajak. 

 

Pengetahuan Pajak 
Pengetahuan pajak yaitu segala informasi 

atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh 

seseorang mengenai kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pibadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

 

Kesadaran Pajak 
Kesadaran pajak mempunyai arti keadaan 

mengerti mengenai kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pibadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 
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Kualitas Pelayanan Pajak 
Kualitas pelayanan pajak memiliki definisi 

tingkat baik buruknya cara melayani pajak. Kewe-

nangan pemungutan pajak berada pada pemerintah. 

 

Sanksi Pajak 
Menurut Mardiasmo (2016), sanksi per-

pajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 

perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa 

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 

pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak 

melanggar norma perpajakan. 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan 

sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya (Pohan, 2017). 

Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan 

timbul karena kekhawatiran menerima sanksi 

hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai 

dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari 

luar dirinya (Pohan, 2017). Dengan demikian, Wajib 

Pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan berarti Wajib Pajak tersebut disiplin 

memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan. 

Menurut Pandiangan (2014), sebagai indikatornya 

terlihat dari masih rendahnya tingkat kepatuhan WP 

di Indonesia dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan baik itu mendaftarkan diri sebagai WP 

(kewajiban formal), membayar pajak (kewajiban 

materil pajak), maupun melaporkan pajaknya 

(kewajiban formal pajak). 

 

Hipotesis 

Berdasarkan kerangka teoritis hubungan 

antar variabel diatas, maka hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah: 

H1:  Pengetahuan Pajak, Kesadaran 

Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak 

berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk 

H2: Pengetahuan Pajak berpengaruh 

positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk 

H3: Kesadaran Pajak berpengaruh 

positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk 

H4:  Kualitas Pelayanan Pajak 

berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk 

H5:  Sanksi Pajak berpengaruh positif 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di 

Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk 

 

Metode Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib 

Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon 

Jeruk, Jakarta Barat. Berdasarkan laporan tahun 

2016 (sumber: data.jakarta.go.id), jumlah karyawan 

di Kelurahan Kebon Jeruk yaitu sebanyak 43.205 

orang. Cara menentukan jumlah elemen/anggota 

sampel dari suatu populasi dengan menggunakan 

Rumus Slovin menurut Noor (2011): 

n =         N 

           1 + (N x e
2
) 

Di mana: 

− n =   Jumlah elemen/anggota sampel 

− N =   Jumlah elemen/anggota populasi 

− e = Error level (tingkat kesalahan). Tingkat 

kesalahan yang ditetapkan 10%. 

 

Oleh karena itu, sampel yang digunakan jika 

diformulasikan dalam rumus menjadi sebagai 

berikut: 

n =           43.205 

        1 + (43.205 x 0,1
2
) 

n = 99.7 

 

Jadi sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak 

Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk, 

Jakarta Barat. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode non random 

sampling dengan teknik purposive sampling. 

Menurut Mahdi dan Mujahidin (2014:114), teknik 

purposive sampling adalah cara pengambilan sampel 

melalui penetapan ciri-ciri sesuai dengan tujuan. 

Ciri-ciri sampel dalam penelitian ini adalah Wajib 

Pajak Orang Pribadi di wilayah Kelurahan Kebon 

Jeruk yang memiliki NPWP.  

 

Definisi Operasional Variabel 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 

variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi dan variabel independen yaitu 

Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas 

Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak. 
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Tabel 4 

Definisi Operasional Variabel 

 
 

Hasil dan Pembahasan 

Statistik Deskriptif 

 
Tabel 5  

Descriptive Statistics 

 
Sumber: Data primer diolah. 

 

Penelitian ini menggunakan skala likert 1-5. 

Menurut Kuncoro (2013), Likert scale yaitu dimana 

responden menyatakan tingkat setuju atau tidak 

setuju mengenai berbagai pertanyaan mengenai 

perilaku, objek, orang, atau kejadian. Kepatuhan 

Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu 

keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya (Pohan, 2017). Dengan demikian, 

maka dapat disimpulkan nilai angka 1 diartikan 

sangat tidak patuh. Nilai angka 2 diartikan tidak 

patuh. Nilai angka 3 diartikan netral atau seimbang. 

Nilai angka 4 diartikanpatuh. Nilai angka 5 diartikan 

sangat patuh.  

Berdasarkan Tabel 5 diatas menunjukan 

nilai rata-rata setiap variabel sebagai berikut: 

a. Variabel KepatuhanWajib Pajak memiliki 

nilai rata-rata sebesar3,98 yang 

menunjukkan bahwa responden Wajib Pajak 

yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

sudah dapat dikatakan patuh dalam 

menghitung dan melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT). 

b. Variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai 

rata-rata sebesar3,69 yang menunjukkan 

bahwa responden Wajib Pajak yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini sudah 

dapat dikatakan mengarah patuhkarena 

memiliki pengetahuan mengenai peraturan 

pajak serta tata cara perpajakan. 

c. Variabel Kesadaran Pajak memiliki nilai 

rata-rata sebesar4,10 yang menunjukan 

bahwa responden Wajib Pajak yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini sudah 

dapat dikatakan patuh karena memiliki 

kesadaran untuk mentaati dan melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. 
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d. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak memiliki 

rata-rata 3,59 yang menunjukkan bahwa 

responden Wajib Pajak yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini sudah dapat 

dikatakan mengarah patuh karena kualitas 

pelayanan pajak yang baik membuat Wajib 

Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

e. Variabel Sanksi Pajak memiliki rata-rata 

3,87 yang menunjukkan bahwa bahwa 

responden Wajib Pajak yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini sudah dapat 

dikatakan mengarah patuh karena Wajib 

Pajak mengetahui sanksi pajak yang 

didapatkan jika melanggar peraturan 

perpajakan. 

 

Uji Validitas 
Uji signifikansi dilakukan dengan 

membandingkan nilai rhitung dengan rtabel untuk 

degree of freedom (df) = n – 2, dalam hal ini n 

adalah jumlah sampel. Pada kasus kepatuhan wajib 

pajak jumlah sampel (n) = 80 dan besarnya df 

dapatdihitung 80 – 2 = 78 dengan df=78 dan alpha = 

0,05 didapat rtabel = 0,2199. Dengan menggunakan 

program statistik, hasil uji validitas dari lima 

variabel untuk 80 responden disajikan dalam tabel di 

bawah ini: 

 

Tabel 6 

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

 
Sumber: Data primer diolah. 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan 

bahwa seluruh pernyataan pada variabel kepatuhan 

wajib pajak memiliki rhitung> 0,2199, dan nilai 

signifikan di bawah 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa butir pernyataan yang digunakan untuk 

mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

dinyatakan valid. 

 

Tabel 7 

Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak 

 
Sumber: Data primer diolah. 

Berdasarkan Tabel 7 dapat disimpulkan 

bahwa seluruh pertanyaan pada variabel pemahaman 

wajib pajak memiliki rhitung> 0,2199, dan nilai 

signifikan dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa butir pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur variabel pengetahuan pajak dinyatakan 

valid. 

 

Tabel 8 

Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Pajak 

 
Sumber: Data primer diolah. 

 

Berdasarkan Tabel 8 dapat disimpulkan 

bahwa seluruh pertanyaan pada variabel kesadaran 

pajak memiliki rhitung> 0,2199, dan nilai signifikan 

dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa butir 

pertanyaan yang digunakan untuk mengukur 

variabel kesadaran pajak dinyatakan valid. 

 

Tabel 9 

Hasil Uji Validitas VariabelKualitas Pelayanan 

Pajak 

 
Sumber: Data primer diolah. 

 

Berdasarkan Tabel 9 dapat disimpulkan 

bahwa seluruh pertanyaan pada variabel kualitas 

pelayanan pajak memiliki rhitung> 0,2199, dan nilai 

signifikan dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa butir pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur variabel kualitas pelayanan pajak 

dinyatakan valid. 

 

Tabel 10 

Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak 

 
Sumber: Data primer diolah. 

 

Berdasarkan Tabel 10 dapat disimpulkan 

bahwa seluruh pertanyaan pada variabel kualitas 

pelayanan pajak memiliki rhitung> 0,2199, dan nilai 

signifikan dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa butir pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur variabel sanksi pajak dinyatakan valid. 
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Uji Reliabilitas 
Pengukuran reliabilitas dilakukan meng-

gunakan uji statistik CronbachAlpha (α). Jika suatu 

konstruk atau variabel memiliki nilai Cronbach 

Alpha >0,60 maka dapat dikatakan bahwa konstruk 

atau variabel tersebut reliabel. Tabel berikut ini 

menunjukkan hasil uji reliabilitas terhadap 80 

responden. 

 

Tabel 11 

Hasil Uji Reliabilitas 

 
Sumber: Data primer diolah. 

 

Berdasarkan Tabel 11 hasil pengujian 

menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha (α) 

untuk setiap variabel adalah lebih besar dari 0,60. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh 

pernyataan untuk masing-masing variabeldikatakan 

reliabel. 

 

Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk meyakinkan 

bahwa sampel yang diujikan berdistribusi normal. 

Berikut adalah hasil pengolahan data uji normalitas 

dengan program statistic adalah sebagai berikut: 

 

1. P-Plot 

Uji normalitas dengan p-plot, dikatakan 

berdistribusi normal jika titik-titik mengikuti garis 

diagonal. P-plot dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

 

 
Gambar 1 

Hasil Uji Normalitas (P-Plot) 

Sumber: Data primer diolah. 

 

2. One sample kolmogorov smirnov test, yaitu 

pengujian dua sisi yang dilakukan dengan 

membandingkan signifikansi hasil uji dengan 

taraf signifikan 5%.Apabila angka signifikansi 

> 5%, maka data dikatakan normal. Sebaliknya, 

bila angka signifikansi < 5%, maka data 

dikatakan tidak normal. 

 

Tabel 12  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
 

Hasil pengujian normalitas pada Tabel 12di 

atas menunjukan bahwa nilai Asymp. Sig (2 – tailed) 

sebesar 0,204. Nilai Asymp. Sig (2 – tailed) tersebut 

0,204lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini 

terdistribusi normal dan memenuhi syarat uji 

normalitas. 

 

Uji Multikolinearitas 
Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas 

digunakan Variance InflationFactor (VIF). Apabila 

nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka 

tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas 

dalam model regresi. 

 

Tabel 13 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 
Sumber: Data primer diolah. 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 

Tabel 13 dapat disimpulkan bahwa hasil uji multi-

kolonieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance 

setiap variabel independen lebih besar dari 0,10 dan 

nilai VIF tidak lebih dari 10. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak 
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mengindikasikan adanya multikonolinieritas atau 

asumsi non multikolonieritas terpenuhi. 

 

Uji Heteroskedastisitas 
Peneliti menggunakan metode grafik untuk 

mengetahui apakah model regresi mengalami 

masalah heteroskedastisitas atau tidak. Dasar 

kriterianya dalam pengambilan keputusan, yaitu: 

 Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang 

ada membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heteros-

kedastisitas. 

 Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteros-

kedastisitas. 

 

Berikut ini hasil dari pengolahan data uji 

heteroskedastisitas dengan program statistik adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Data primer diolah. 

 

Berdasarkan Gambar2 diatas menunjukan 

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y. 

 

Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi dilakukan dengan meng-

gunakan Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watson 

berkisar diantara nilai batas atas (dU) dan 4 - dU, 

maka diperkirakan tidak terjadi pelanggaran 

autokorelasi.  

 

Tabel 14 

Hasil Uji Autokolerasi 

 
 Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 14 menjelaskan bahwa n 

= 80 dengan k = 4 memiliki nilai dL sebesar 1,534 

dan dU sebesar 1,743 dengan nilai 4- dU sebesar 

2,257. Dan nilai DW sebesar 2,234. Maka dU < DW 

< 4 - dU maka Ho diterima dengan nilai 

1,743<2,234< 2,257 maka penelitian ini tidak terjadi 

autokolerasi. 

 

Uji Simultan (Uji F) 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α = 5%).Dengan 

demikian uji F diperlukan untuk menjawab hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho1 = Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, 

Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajaktidak 

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. 

Ha1 = Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, 

Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak 

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. 

 

Tabel 15 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

 
Sumber: Data primer diolah. 

 

Berdasarkan Tabel 15dapat diketahui bahwa 

nilai Fhitung diperoleh sebesar 15,082dengan tingkat 

signifikansi 0,000 sedangkan pada Ftabel dengan 

signifikansi diketahui df 1 (jumlah variabel -1 ) atau 

5– 1 = 4, dan df 4 (n – k – 1) atau 80 – 4 – 1 = 75, ( 

n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah 

variabel independen ) maka Ftabel diperoleh angka 

sebesar 2,49. 

Berdasarkan kriteria uji F yang telah 

ditentukan, oleh karena itu Fhitung> dari Ftabel 

(15,082> 2,49) dan tingkat signifikansi < 0,05 

(0,000 < 0,05) maka keputusan yang diambil adalah 

Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapatdisimpulkan 

bahwa persamaan regresi yang terbentuk dari 

variabel Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran 

Pajak(X2), Kualitas Pelayanan Pajak (X3), dan 

Sanksi Pajak (X4) (sebagai variabel independen) 

secara bersama – sama berpengaruh signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 

(sebagai variabel dependen). 
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Uji Parsial (Uji t) 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α = 5%). Kriteria 

penilaian yang dipakai adalah apabila p-value < α. 

Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan ttabel 

dengan tingkat signifikan 0,05 maka di peroleh ttabel 

sebesar 1,990. 

 

Tabel 16 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 
 

Berdasarkan Tabel 16 diatas dapat diketahui 

tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel 

bebas. Dari keempat variabel tersebut yang 

dimasukkan dalam model regresi menghasilkan nilai 

ttabel= 1,990. 

 

a. Ho2= Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Ha2= Pengetahuan Pajak berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengetahuan Pajak diperoleh nilai thitung = 

1,894 < 1,990. Hal ini berarti secara parsial 

Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Demikian 

juga hasil signifikansi menunjukkan nilai 

0,62 > 0,05 yang berarti tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan. Keputusannya 

adalah Ho2 diterima dan Ha2 ditolak. Maka 

dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan 

Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

b. Ho3= Kesadaran Pajak tidak berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Ha3= Kesadaran Pajak berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kesadaran Pajak diperoleh nilai thitung 

=3,702> 1,990. Hal ini berarti secara parsial 

Kesadaran Pajakberpengaruh terhadap 

KepatuhanWajib Pajak. Demikian juga hasil 

signifikansi menunjukkan nilai 0,000 < 0,05 

yang berarti terdapat pengaruh yang signi-

fikan. Keputusannya adalah Ho3 ditolak dan 

Ha3 diterima. Maka dapat disimpulkan 

bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

c. Ho4= Kualitas Pelayanan Pajak tidak 

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Ha4= Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kualitas Pelayanan Pajakdiperoleh nilai 

thitung =0,293 < 1,990. Hal ini berarti secara 

parsial Kualitas Pelayanan Pajaktidak 

berpengaruh terhadap KepatuhanWajib 

Pajak. Demikian juga hasil signifikansi 

menunjukkan nilai 0,770 > 0,05 yang berarti 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan. 

Keputusannya adalah Ho4 diterima dan Ha4 

ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa 

Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

d. Ho5= Sanksi Pajak tidak berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Ha5= Sanksi Pajak berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Sanksi Pajak diperoleh nilai thitung = 1,015 < 

1,990. Hal ini berarti secara parsial Sanksi 

Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. Demikian juga hasil signi-

fikansi menunjukkan nilai 0,314 > 0,05 yang 

berarti tidak terdapat pengaruh yang signi-

fikan. Keputusannya adalah Ho5 diterima 

dan Ha5 ditolak. Maka dapat disimpulkan 

bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

Uji Adjusted R
2
 

Banyak peneliti menganjurkan untuk meng-

gunakan nilai Adjusted R
2 

pada saat mengevaluasi 

mana model regresi yang terbaik. Tabel berikut ini 

menunjukkan hasil uji Adjusted R
2
: 

 

Tabel 17 

Adjusted R
2
 

 
Sumber: Data primer diolah. 

 

Berdasarkan Tabel17besarnya Adjusted R
2
 

adalah 0,416. Hal ini berarti 41,6% variasi dalam 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat di-

jelaskan oleh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, 

Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak dan 

sisanya dapat dijelaskan oleh faktor lain. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 
Berdasarkan Tabel 16, maka dapat diketahui 

persamaan regresi untukPengetahuan Pajak, 
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Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan 

Sanksi Pajak terhadap variabel dependen Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut: 

Y = bo+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4 

Y = 6,071 + 0,361 PP + 1,049KS + 0,057KP + 

0,259SP + e 

 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hasil regresi linier berganda memper-

lihatkan nilai koefisien konstanta sebesar 

6,071 menunjukkan bahwa setiap adanya 

kenaikanPengetahuan Pajak, Kesadaran 

Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi 

Pajak sebesar 1 satuan maka Kepatuhan 

Wajib Pajak meningkat sebesar 21%. Angka 

21% diperoleh dari perhitungan sebagai 

berikut: (6,071 : 5) – 1 = 0,21 x 100% = 

21%. 

2. Pengetahuan Pajak mempunyai koefisien 

regresi sebesar 0,361 menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan Pengetahuan Pajak sebesar 1 

satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak 

meningkat sebesar 0,361 dengan meng-

anggap variabel lain konstan. 

3. Kesadaran Pajak mempunyai koefisien 

regresi sebesar 1,049 menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan Kesadaran Pajak sebesar 1 

satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak me-

ningkat sebesar1,049 dengan menganggap 

variabel lain konstan. 

4. Kualitas Pelayanan Pajak mempunyai 

koefisien regresi sebesar 0,057 menunjukkan 

bahwa setiap kenaikan Kualitas Pelayanan 

Pajak sebesar 1 satuan maka Kepatuhan 

Wajib Pajak meningkat sebesar 0,057 

dengan menganggap variabel lain konstan. 

5. Sanksi Pajak mempunyai koefisien regresi 

sebesar 0,259 menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan Sanksi Pajak sebesar 1 satuanmaka 

Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 

0,259 dengan menganggap variabel lain 

konstan. 

 

Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran 

Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak 

terhadap KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi di 

Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. Berdasarkan hasil 

penelitian seperti yang telah diuraikan di bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

1. Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, 

Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak 

secara simultan berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di 

Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. 

2. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. 

3. Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di 

Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk.  

4. Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. 

5. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di 

Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat 

diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat 

dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Wajib Pajak 

a. Wajib pajak dapat meningkatkan penge-

tahuan tentang peraturan perpajakan dengan 

mengikuti sosialisasi, seminar ataupun 

kegiatan lainnya yang dapat memberikan 

pengetahuan tentang perpajakan.  

b. Wajib pajak juga dapat membaca buku-buku 

yang berisikan peraturan perpajakan serta 

tata cara perpajakan sehingga wajib pajak 

dapat mengetahui tentang peraturan 

perpajakan. 

c. Dengan era modern saat ini yang 

dimudahkan mencari tahu tentang apapun 

melalui smart phone. Wajib pajak dapat 

mencari tahu atau searching mengenai 

peraturan perpajakan dan tata caranya 

sehingga dapat meningkatkan pengetahuan 

wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, 

tata cara perpajakan maupun sanksi pajak 

yang didapatkan jika melanggar. 

2. Bagi Pemerintah 

a. Instansi pajak sebagai instansi pemungut 

pajak dari wajib pajak harus terus 

meningkatkan kualitas pelayanan pajak, baik 

yang berupa peningkatan Sumber Daya 

Manusia (SDM) maupun fasilitas lainnya, 

sehingga dapat mendorong wajib pajak 

untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

b. Instansi pajak atau kantor pajak harus 

memberikan sosialisasi, seminar ataupun 

kegiatan lainnya tentang peraturan perpa-

jakan dan tata cara perpajakan sehingga 

dapat meningkatkan pengetahuan wajib 

pajak mengenai peraturan perpajakan dan 

tata cara perpajakan. 

c. Instansi pajak atau kantor pajak melakukan 

kerjasama dengan perusahaan-perusahaan 
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untuk mengadakan seminar rutin tentang 

perpajakan. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

melakukan kajian di bidang yang sama dapat 

menambah variabel-variabel yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini seperti: 

Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Per-

pajakan, Penerapan E-fillingatau yang 

lainnya sehingga dapat ditemukan variabel 

baru yang akan meningkatkan kepatuhan 

pajak wajib pajak.  

b. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas 

wilayah penelitian atau objek penelitian 

sehingga dapat meningkatkan hasil pene-

litian yang lebih akurat misalnya penelitian 

terhadap UMKM atau wirausaha dengan 

pertimbangan pelaporan secara self 

assessment. 

c. Peneliti selanjutnya juga dapat menam-

bahkan jumlah sampel atau responden dalam 

penelitian agar hasil penelitian yang 

didapatkan lebih baik. 
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